BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Didalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa
perikatan bisa dilahirkan dari ad anya perjanjian dan ada pula ghirgkbrena
Undang-Undang. Lazimnya bagian hukum yang mengatur berbageatperyang
lahir dari bermacam-macam sumber dinamakan hukum perikatagt (
verbintenissenrecht Sedangkan hukum perjanjiarhe( Overeenkomstenreght
adalah salah satu bagian dari hukum perikatan, yaitu bagian hukum yaggtune

perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian $aja

Apabila terdapat dua pihak yang saling berjanji untuk melakukan sesatat
mungkin berjanji untuk tidak melakukan sesuatu, maka di antara merekztater
suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka dalam membuat fdag. dasar
ikatan tersebut, maka terjadilah hak dan kewajiban yang hamsutiipbagi masing-
masing pihak. Sebagai contoh, adanya perikatan yang dibuat antaesvpeaynah
dengan pemilik rumah, maka antara kedua pihak timbul hak dan kewajib@an, yai
pihak penyewa berkewajiban untuk membayar uang sewa yang merkadata
pemilik rumah, sementara pihak pemilik rumah wajib menyerahkan nyaamtuk
disewa karena pihak penyewa telah membayar uang sewanya.dPesilahagaimana
contoh tersebut, adalah perikatan yang timbul karena adanya ip@rjgang dibuat

oleh pihak penyewa dan yang menyewakan rumabh.

Pada Perikatan yang timbul karena Undang-Undang, dapat di contolpemi se
berikut ini, yaitu misalnya perikatan dalam suatu perkawinan asteai dan istri.
Dalam perikatan perkawinan ini, telah diatur adanya hak dan kewdjdma masing-
masing suami dan istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.

® Syamsul Anwarop.cit.,hal.42.

Universitas Indonesia

Kesalahan penerapan..., Priambodo Trisaksono, FH Ul, 2009



10

Sepanjang menyangkut terminologi, di Indonesia, umumnya digunakalm istila
Perikatan sebagai padanan istilah Belanda uniekbintenisdan Perjanjian untuk
padanan istilah Beland®vereenskomstNamun ada yang menggunakan Kkata
Perjanjian sebagai padanan kata Belanagbintenisdan kataPersetujuansebagai
teriemahan darOvereenkomét Ada pula yang menggunakan istil@erutangan
untuk memberi padanan kateerbintenis sedang untuk istilahovereenkomst
digunakanPersetujuan Akan tetapi, istilah yang digunakan mayoritas menggunakan
istilah Perikatan sebagai padanan kata Belandabintenisdan istilahPerjanjian
yang diidentikkan dengaRersetujuandanKontrak sebagai terjemahan dari istilah
overeenkomst Selanjutnya dalam tulisan ini, pembahasan yang akan dilakukan,

lebih difokuskan pada perikatan yang bersumber pada perjanjian.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa Perjanjian adalah suatu gerbuat
dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu @amepin’
Sedangkan pengertian Hukum Perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukgm yan
mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan yang lainnya
dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhakatas
prestasi, sedangkan subyek hukum yang lain berkewajiban untuk memestdsipre

demikian pula sebaliknya

2.1.1. Unsur-unsur Perikatan Yang Terdapat Pada Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata
Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perikatan Menurut Sudikno

Mertokusumo meliputi hal-hal sebagai berfkut

’ Yahya HarahapSegi-segi Hukum Perjanjiangt. 1, (Bandung:Alumni, 1982), hal. 6 dan 11.

8 Abdulkadir MuhammadiHukum Perikatancet.3, (Bandung:Alumni, 1992), hal.5; J. Satkiokum
Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Buky tet.2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), Ral.

° Subekti dan Tjitrosudibio,Kitab Undang-undang hukum Perdataet 34,(Jakarta:Pradnya
Paramita,2005), hal.338.

9 salim HSPengantar hukum Perdata Tertulis (BWet.4,(Jakarta: Sinar Grafika,2006) hal.151.

1 bid, hal.151-152.
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a. Terdapatnya Kaidah Hukum
Kaidah hukum dimaksud meliputi kaidah hukum tertulis, seperti
perUndang-Undangan dan peraturan tertulis lainnya dan kaidah hukum tidak
tertulis yang timbul, tumbuh dan hidup dalam kehidupan masarakat, seperti
transaksi jual beli, gadai atau sewa menyewa.

b. Terdapatnya Subyek Hukum
Subyek hukum dimaksud dapat berupa manusia yang cakap hukum dan
badan hukum. Subyek hukum dalam hukum perikatan terdiri dari Kreditor
dan Debitor. Kreditor adalah orang atau badan hukum yang berlek ata
suatu prestasi, sedangkan Debitor adalah orang atau badan hukgm yan
berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

c. Terdapatnya Prestasi
Prestasi adalah memberi atau berbuat sesuatu atau bahkan tidak berbuat
sesuatu, dapat ditentukan dan dapat terdiri dari satu atau lebih perbuatan.

d. Bidang harta kekayaan
Harta kekayaan disini adalah menyangkut hak dan kewajiban yang
mempunyai nilai uang, baik itu merupakan sesuatu yang berwujupluata

tidak berwujud.

Menurut J.Satrio yang dimaksud dengan perikatan adalsuatu hubungan
hukum antara dua pihak, dimana di satu pihak terdapat hak dan di lain pihak

terdapat kewajiban.”

2.1.2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian
Terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH

Perdata, yaitd®

2 Satrio, JHukum Perjanjian(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 3.
13 salim HSop.cit, hal.162-166.
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a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Kesepakatan dimaksud disini adalah persesuaian pernyataan kehendak
antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.

b. Adanya kecakapan dalam bertindak.
Yang dimaksud adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan
perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.
Jadi orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang
cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana
ditentukan oleh Undang-Undang.

c. Terdapat obyek perjanjian.
Yang menjadi obyek perjanjian adalah Prestasi (pokok perjanjiaagtaBr
terdiri atas perbuatan positif dan perbuatan negatif, yaitu: mémber
sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sebagamadksadli
pada Pasal 1234 KUH Perdata.

d. Adanya causa yang halal.
Hal ini tidak dijelaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata, namun sebatiknya
dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan mengenai causa yarantgrla
yaitu dikatakan sebagai terlarang apabila bertentangan dengamndJnd

Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Di dalam buku Il KUH Perdata yang mengatur tentang hukum perikatan,
terdapat 18 bab yang mengatur berbagai hal menyangkut perikatsbute
Pembahasan atas permasalahan dalam penulisan ini, dapat dikditisarsrniya
dengan Bab Xl Buku Ill KUH Perdata, yang mengatur mengenai lataganjam
meminjam, yaitu mulai dari Pasal 1754 sampai dengan Pasal 176 Baerx/Il|

Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 yang mengatur tentang penanggung utang.

Pendapat Sumafi Direktur Badan Konsultasi Bantuan Hukum, Universitas
Muhamadiyah Malang, Jawa Timur, mengemukakan bahwa “suatu perjadpsah

" Sumali, Draft Surat Perjanjian Badan Konsultasi Bantuan hukum Universitas Multiyae
Malang,http://bkbhumm.blogspot.com/2007/07/draft-suratgngiankontrak-suatu.htmJuli 2007.
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suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepadagsataa pihak
lain, atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk areéks
suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”.

Berdasar ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gerjan;i
berlaku sebagai suatu Undang-Undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, sert
mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut
yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikataa aa

orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjibarugoa

suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atamgkggsn yang
diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan rgtamigoe

adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjianhadalah satu
sumber perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Suatu perjanign |
dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat
dikatakan bahwa dua perkataan (“Perjanjian” dan “Persetujuan”)ddlala sama

artinya.
2.2. Perikatan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam bersumber dari wahyu ilahi. Secara lebih konkret, syrokek
dan utama dari hukum Islam adalah Qur'an dan Sunnah Nabi SAWisamping
juga sumber-sumber tambahan lainnya sep@ama (konsensus)Qiyas (analogi),
Istihsan (kebijaksanaan hukum)uruf (adat kebiasaangadduz-zari’ah(tindakan
preventif), istishab (kelangsungan hukum) dafatwa®. Dalam hukum Islam
kontemporer digunakan istilaltizam” untuk menyebut perikatamdrbinteni3 dan
istilah “Akad” untuk menyebut perjanjianOyereenkomgtatau untuk menyebut
kontrak €ontrac)*®. Mengenai konsepgikad terdapat pengertian dari kitab karya
At-Tarusaniyang mengikuti pandangan minoritas ahli hukum Islam Kigsykitu

bahwaAkad meliputi baik tindakan-tindakan hukum sepihak sepetiar, maupun

15 Syamsul Anwarop.cit.,hal. 3-4.
'®|bid, hal. 47.
Y Ibid, hal. 37.
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tindakan-tindakan hukum dua pihak seperti jual tsshirkah wakalah wadiah dan
seterusnya. Namun demikian, kebanyakan ahli hukum Islam klasik, bahkain dap
dikatakan semua ahli hukum Islam modern mengikuti paham sebaliknya, yai

bahwaakadhanya meliputi tindakan hukum dua pihak saja dan bukan satu pihak.

Melihat pada beberapa pendapat ahli hukum termasuk di dalamnya para ahl
hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dan atau peakiziain
merupakan suatu tindakan hukum yang melibatkan lebih dari satu pihak.

2.2.1. PengertianAkad

Istilah “Perjanjian” dalam hukum Indonesia disebfkad” dalam hukum
Islam. Dalam praktek perbankan syariah, setiap perjanjian dari Sndakan
perikatan, disebut sebagakad Sebagaimana diutarakan di atas bahwa salah satu
syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan benspayaian pernyataan
kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain, maka dapabdikidai
bahwa sebagai suatu istilah hukum Islam, defiaisad dapat diuraikan sebagai
berikut!® “Suatu pertemuan kehendak berupa penawaran atau “jjab” yang diajukan
oleh salah satu pihak dan jawaban persetujuan atau “kabul” dari pihak lainnya
sebagai mitra di dalam akad yang dibuat tersebut”.

Sehingga dalam definisi di atas, haruslah terdapat ketamkaittara kehendak dan
persetujuan dari kedua belah pihak tersebut.

Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, waskaf atau
pelepasan hak, bukanlatkad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan
tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan persetujuarkesdtaldari
pihak lain. Tujuanakad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, sehingga ia
dimaksudkan sebagai sesuatu kehendak dan persetujuan yang diwujudkan oleh para
pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukumnya dalam hukum Islam disebut

sebagai “Hukunakad'.

18 |bid, hal. 69.
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Abdoerraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatdaqdu) dalam Islam

melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Al ‘Ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya
dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang
menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, sepertidyang
firmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3): 76. “Sesungguhnya
orang yang melaksanakan hak orang lain, menepatinya ssalti
yang mereka janjikan, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan
Allah, karena ia bertakwa kepada Nya.”

2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadapngnji y
dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesye de
janji pihak pertama.

3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka
terjadilah apa yang dinamakdakdu’ oleh Al-Qur'an yang terdapat
dalam QS. Al-Maidah (5): 1. “Penuhilah semua janji kalian kepadzAll
dan janji antara sesam kalian.” maka, yang mengikat masinggnas
pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjiaiafadiau
itu, tetapi‘akdu.

2.2.2. Macam-macam Akad/ Jenis Akad
Akad dapat dibedakan dalam berbagai penggolongan apabila dilihat dari
berbagai sudut pandang. Syamsul Anwar dalam bukunya beHu#um Perjanjian

Syariah membaginya dalam 10 jerdkad yaitu?°

19 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Bailidukum Perikatan Islam di Indonesieet.3,
(Jakarta: Kencana, 2007), hal. 46.

20 Syamsul Anwarop.cit, hal. 72-83.
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Akad Bernama danAkad Tidak Bernama

a) AkadBernama

b)

2.

Yang disebut dengan akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan
namanya oleh pembuat hukum dan terdapat pula ketentuan-ketentuan khusus
yang diberlakukan terhadap akad tersebut yang berbada satu sama lainnya.
Sebagai contolakad-akadtersebut adalah: Persekutuasy(-syirkah, Sewa
Menyewa @l-ijarah), Bagi hasil &l-mudharabal, Gadai &r-rahn), penitipan
(al-wadi'ah), Perutangan af-gardh), Penanggungan alkafalah,
Pemindahan utan@ithiwalah), jual beli @l-bai’), pinjam pakai @l-‘ariyah).

Akad Tak Bernama

Yang disebut akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatua secar
khusus dalam kitab-kitafikin atau pembuat hukum di bawah satu nama
tertentu. Terhadap akad jenis ini berlaku ketentuan-ketentuan wkadn
sehingga ditentukan sendiri oleh para pihak yang membuat akad teraebut d
disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Kebebasan dalam menentukan
bentuk dan isi akad ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrakpa€per
Pasal 1338 KUH Perdata yaitu “Semua perjanjian yang dibuataseadar
berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Akad ini timbul sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat yang terus
berkembang dan harus diakomodasi ke dalam suatu bak&uk Sebagai
contoh adalah’Akad pembangunan, pengoperasian dan pengaliBand(
Owned Transf@ryang dapat diterapkan pada suatu perjanjian pembangunan
gedung di atas lahan yang dimiliki oleh pihak lain. Namun terhadap gedung
yang dibangunkan oleh pihak yang satunya, diberikan hak untuk mengelola

dan memperoleh hasilnya untuk jangka waktu yang telah disepakati.

Akad Pokok danAkad Asesoir
Dilihat dari kedudukannyakad dibedakan menjadi akad yang pokai- (

‘agqd al-ashl) danakad asesoifal’aqd at-tab’). Akad pokok adalatakadyang

berdiri sendiri yang keberadaannya tidak memerlukan atau tidgatang pada
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suatu hal lain. Termasuk dalam jenis ini adaédad jual beli, akad sewa
menyewagakad pinjam pakai, dan lainnya. Sedangld@d asesoir adalabkad
yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantymadé&esuatu
hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya suatu akad atau sah daahidak s
akadtersebut. Termasuk dalam jenis ini adalah akad penangguaigeaafglah

dan akad gadaia(-rahn). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk
menjamin, karena itu kedwkad tersebut tidak akan ada apabila hak-hak yang

dijamin juga tidak ada.

3. Akad Bertempo danakad Tidak Bertempo

Dilihat dari unsur tempo, malkékad dapat dibagi menjadikad bertempo
atau mempunyai jangka waktu tertentu. Termasuk kategori initealkdal sewa
menyewa,akad penitipan dan lainnya. Sedangkakad tak bertempo adalah
akad yang didalamnya tidak mengandung unsur tempo atau jangka waktu.
Termasuk kategori ini adalatkadjual beli, dimana perjanjian jual beli tersebut
terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo. Bahkan apabila jual betukidn
dengan utang, sesungguhnya unsur waktu disini tidak menjadi esensma kare
bila tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifakaseket
sehingga pada saat itu hapusédad kedua belah pihak dan berubah menjadi
akadhutang piutang.

4. Akad Konsensual , Akad Formalistik dan Akad Riil

AkadKonsensual dimaksud disini adalakad yang dalam hal terciptanya
diantara para pihak tidak memerlukan formalitas tertentu. Meskipun kadang
kadang dipersyaratkan adanya formalitas tertentu sepertintulisd tersebut
tidak menghalangi keabsahakad tersebut dan tetap dianggap sebakad
konsensual. Tulisan hanyalah suatu syarat yang diperlukan untuk pembuktian
saja. Kebanyakaakaddalam hukum Islam adalatkad konsensual seperti jual
beli, sewa menyewa, utang piutang dan lainnya.

AkadFormalistik adalahakad yang tunduk pada syarat-syarat formalitas

yang ditentukan oleh pembuat hukum, dimana apabila syarat-syaediuters
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tidak dipenuhi, makakadtersebut tidak sah. Termasuk jenis ini diluar lapangan
hukum harta kekayaan, yawikadnikah, yaitu adanya kehadiran dua orang saksi
sebagai syarat formal sahrgleadnikah.

AkadRiil adalahakad yang terjadinya mengharuskan adanya penyerahan
tunai obyekakad sehinggaakad tersebut belum akan menimbulkan akibat
hukum apabila belum dilaksanakan. Termasuk jenis ini adalah akad Hitaah,

pinjam pakaiakadpenitipanakadutang piutang daakadgadai.

5. Akad Masyru’ dan Akad Terlarang

AkadMasyru’ adalahakad yang dibenarkan oleh syarak untuk dibuat dan
tidak ada larangan untuk menutupnya seperti akad-akad lain squailsakli,
sewa menyewa, mudharabah dan lain sebagainya. Ad&pditerlarang adalah
akad yang dilarang oleh syarak untuk dibuat sepaktid jual beli janin,akad
yang bertentangan dengan akhlak Islam dan ketertiban umum. Teraiaslk
ini adalah akad sewa menyewa untuk melakukan kejahatakad jual beli

barang haram seperti narkoba, dan lainnya.

6. Akadyang Sah darAkad Tidak Sah

Yang dimaksud dengakad sah adalalakadyang telah memenuhi rukun
dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh syarak.
Adapun akad tidak sah adalalakad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-

syarat yang ditentukan oleh syarak.

7. Akad Mengikat dan Akad Tidak Mengikat

Yang dimaksud dengamkad mengikat adalarakad yang bilamana seluruh

rukun dan syaratnya telah terpenuhi, sehingga akan mengikat patag-na

masing pihak dalam akad tersebikad jenis ini dapat dibedakan menjadi dua

macam, yaitu:

a. Akad yang mengikat kedua belah pihak seperti halnya jual beli, sewa
menyewa, perdamaian dan lainnya, karena pada gkad ini, masing-

masing pihak tidak dapat membatalkan kesepakatan yang sudah dibuatnya.
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b. Akad yang mengikat satu pihak saja, yaitu batakad dimana salah satu
pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan
tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihaknaerta
Sebagai contoh adalakadKafalah (penanggungan) dakad Gadai (Rahn).
Kedua akad tersebut mengikat kepada penanggung dan penggadai dimana
keduanya tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak untuk siapa
penanggungan dan gadai diberikan. Sebaliknya bagi pihak terakhir ini
penanggungan dan gadai tidak mengikat dalam arti ia dapat memivayalka
secara sepihak. Sedangkaitadtidak mengikat adalah suatkad yang pada
masing-masing pihaknya dapat membatalkan perjanjian tanpa pessetuj
pihak lainnya. Padakad jenis ini dibedakan menjadi dua macam vyaitu
pertama, Akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat, seperti akad
wakalah(pemberian kuasadyirkah (persekutuangkadhibah,akad wadi'ah
(penitipan) darakad pinjam pakai. KeduaAkadyang tidak mengikat karena
didalamnya terdapakhiyar (pilihan untuk membatalkaakad bagi para

pihak.

8. Akad Nafizdan Akad Mauquf

Akad Nafizadalahakad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan
tidak dapatnyaakad tersebut dilaksanakan. Jadi merupak&ad yang tercipta
secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak terjadinya.
Sedangkan kad Mauquf adalah akad yang tidak dapat secara langsung
dilaksanakan akibat hukumnya, walaupun telah dibuat secara sah, melainkan
masih tergantung nfaukuj pada adanya ratifikasi dari pihak yang
berkepentingan. Contohnya dalam halakadyang pihaknya adalah orang yang
belum dewasa, sehingga harus di cari walinya.

9. Akad Tanggungan,Akad Kepercayaan danAkad Bersifat Ganda
Akadtanggungan adalabkad yang mengalihkan tanggungan risiko atas
kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi da

pelaksanaarakad tersebut sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya
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melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat
keadaan memaksa.

Akadkepercayaan adalatkad dimana barang yang dialihkan meladkiad
tersebut merupakan amanah ditangan penerima barang tersebut, ssehingg
tidak berkewajiban menanggung risiko atas barang tersebut, kecwali ddé
unsur kesengajaan dan melawan hukum. Termasuk jenis akad ini akathh
penitipan, peminjaman, perwakilan (pemberian kuasa).

Akadyang Bersifat Ganda adalah akad yang disatu sisi meru@eah
tanggungan, tetapi di sisi lain merupalekad amanatfkepercayaan). Misalnya
akad sewa menyewa dimana barang yang disewa merupakan amaaregalit
penyewa, akan tetapi di sisi lain, manfaat barang yang digewmerupakan
tanggungannya sehingga apabila ia membiarakan barang yang disesetaigh
diterima tanpa ia manfaatkan, maka manfaat barang yang tidé&mdimya
adalah atas tanggungannya. la wajib membayar uang sewa kepadayang

menyewakan.

10. Akad Muawadah Akad Tabaru’dan Akad Muawadahsekaligus Tabaru’

Akad Muawadaltakad atas beban) adaladkad dimana terdapat prestasi
yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesesiagali
imbalan prestasi yang diberikannya. Misalrakad jual beli, sewa menyewa,
dan semacamnya.

Akad Tabaru{akad Cuma-Cuma) adalahkad dimana prestasi hanya dari
salah satu pihak, sepeatad hibahdanakadpinjam pakai.

Akad Muawalahsekaligus Tabaru’ adalah akad yang pada mulanya
merupakan akad Cuma-Cuma namun pada akhirnya mekadiatas beban.
Misalnya,akadpeminjaman dimana pemberi pinjaman pada mulanya membantu
orang yang diberi pinjaman dakad penanggungan dimana penanggung pada
awalnya membantu orang yang ditanggunhg secara Cuma-Cuma,etdqain t
pada saat pemberi pinjaman menagih kembali pinjamannya dan penanggung
menagih kembali jumlah yang ditanggungnya terhadap tertangguaka m

berubahlah menjadikadatas beban.

Universitas Indonesia

Kesalahan penerapan..., Priambodo Trisaksono, FH Ul, 2009



21

2.2.3. Rukun dan Syarat Akad
Untuk dapat terbentuknya suatkiad (perjanjian) dalam hukum Islam harus

dipenuhi rukunakaddansyarat akad

2.2.2.1. Rukun Akad
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu
terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut. Dalam konsepsi hukum Islam,
unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.
Akadterbentuk dengan adanya unsur-unsur atau rukun. Di dalam hukum Islam
ditentukan bahwaukun akadada empat, yaittr

a) Adanya para pihak yang membua&iad (al-agidar)

b) Adanya pernyataan kehendak dari para p(salgatul-‘agd)

c) Terdapatnya objeékad (mahallul-‘aqd)

d) Tujuanakad (maudhu’al-aqd)
Untuk terjadinya suatu akad, maka rukun tersebut di atas harus ada. Tidak
mungkin tercipta suatu akad apabila tidak ada pihak-pihak yang meryduatn
dan pihak-pihak yang menyatakan kehendakAydamun demikian, masing-
masing rukun yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-agarat
rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat
dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad, dengan demikian belum

memiliki akibat hukum apapun.

2.2.2.2. Syarat Akad
Agar setiap rukun akad sebagaimana disebutkan di atas dapat berfungsi

membentuk akad, maka diperlukan adasyarat-syarat akad Syarat-syarat

2! Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyafiasar dasar Pembuatan Kontrak dan Agaelt.1,
(Yogjakarta: Mocomedia, 2009), hal.31.

22 syamsul Anwarep.cit,hal.96.
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dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentukagad (syuruth al in’igad),
terdiri dari®®

a. Tamyiz(telah memiliki kecakapan bertindak secara hukum
Berbilang pihak atau lebih dari satu pihak;
Persesuaiaiab dankabut
Kesatuan majeliakad
Objek akad dapat diserahkan;

- o 2 0 T

Objekakadtertentu atau dapat ditentukan;

g. Objekakaddapat di transaksikan;

h. Tujuanakadtidak bertentangan dengayarak
Rukunpertama,harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, tgautyizdan
berbilang pihak (at-ta’addud)Rukun kedua, harus memenuhi dua syarat, yaitu
adanya persesuaian ijab dan kalidénkesatuan majelis akadRukun ketiga,
harus memenuhi tiga syarat, yaidbjek dapat diserahkarnertentudan dapat
ditransaksikan Rukun keempat, harus memenuhi syardak bertentangan
dengan syarak’
Kedelapan syarat beserta rukun akad tersebut, dinamakan akad(gle&sil)
Apabila akad pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam
pengertian bahwakadtidak memiliki wujud yuridissyar'i apa purf’

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad tersebut di atas,
memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna, sehinggauwala
telah terbentuk memiliki wujud yuridis, namun belum serta merta €aleh
karenanya diperlukan adanya unsur-unsur penyempurna agar akad raahjadi
atau disebut sebagai syarat-syarat keabsahan skadth ash-shihhatf®
Adapun rukun-rukun yang memerlukan unsur penyempurna adalahkettua

yaitu pernyataan kehendak, yang menurut jumhur ahli hukum Islane rodsam

2 |pid., hal.98.

*Ibid.

25 |pid., hal. 99.

%% Ibid.
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unsur penyempurna berupa persetujuan ijab dan kabul yang harus dexgrai
bebas tanpa paksa&h.
Namun demikian menurut ahli hukum Hanafi, Zufar, berpendapat bahwa bebas
dari paksaan bukan syarat keabsahan, melainkan syarat berlakunya akiba
hukum (syart an-nafadz) Artinya bahwa akad yang dibuat denganapaska
adalah sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan, menunggu
ratifikasi dari pihak yang dipaksa apabila paksaan tersebuthketédiu. Tulisan
ini mengikuti pendapat Zufar, dan pendapat ini pula yang diikuti olehakany
KUH Perdata yang bersumber SyarfaiRukunKetiga yaitu objek akad, dengan
ketiga syaratnya sebagaimana tersebut di atas, juga memerluhksur
penyempurna, yaitu penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian, tidak boeh
mengandung gharar dan harus bebas dari syarat fasid dan bagiaskbadbeatn,
harus bebas riba. Dengan demikian akad yang telah memenuhi rukunmngg, sya
terbentuknya dan syarat keabsahannya, dinyatakan sebagai akad yang sah.
Meskipun suatu akad sudah sah karena telah memenuhi rukunnya, syarat
terbentuknya dan syarat keabsahannya, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat
hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan atau disebut sebagai akad
maukuf (terhenti/tergantung}.
Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah harus
memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum (syuruth an-Nafada), yait
adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas

tindakan hukum yang dilakukah.

Apabila dibandingkan antara syarat-syarat sahnya perjanjian dakum

perdata, khususnya dalam pasal 1320 KUH Perdata, dengan rukun dan syarat

" bid., hal 100.
%8 |bid.
#bid., hal 101.
0 bid.
* bid., hal.102.
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akad dalam hukum Islam, maka dalam garis besarnya antara kedua hukum
tersebut akan terlihat adanya kesamaan. Hal ini dapat dilidatgebandingan

keduanya pada tabel berikéf :

Tabel 2.1.

Perbandingan Hukum Islam dan KUH Perdata

Rukun dan syarat akad dalam hukum Islam  Syarat sah perjanjian menurut
pasal 1320 KUH Perdata
1. Para Pihak: 1. Kecakapan

a. Tamyiz
b. Berbilang pihak
2. Pernyataan Kehendak: 2. Kata sepakat
a. Sesuai ijab &abul
b. Kesatuan majelis
3. ObyekAkad 3. Obyek perjanjian
a. Dapat diserahkan
b. Tertentu/ dapat ditentukan
c. Dapat ditransaksikan
4. TujuanAkad 4. Kausa yang halal
Tidak  bertentangan  dengan

syarak

2.2.4. Akibat Hukum Suatu Akad (Perjanjian) Dalam Kaitan Dengan Isinya

Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian perlu
dilakukan penentuan ruang lingkup isi perjanjian, kekuatan atau dayzeri@tjian
tersebut serta akibat hukum yang timbul apabila isi perjangk dilaksanakan.

32 |bid, hal 106-107.
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Guna membahas hal tersebut, maka perlu membahas mengenai ketigandhal

meliputi:*®

a.
b.

C.

Ruang lingkup perjanjian,
Daya ikat perjanjian,

Tanggung jawab perjanjian.

2.2.4.1. Ruang Lingkup Perjanjian

Cara untuk menentukan ruang lingkup perjanjian ini adalah dengan inkenafs

dan menentukan cakupan prestasi yang menjadi hak salah satu pihak dgiakew

pihak lainnya, begitu pula sebaliknya. Berikut dapat dijelagkan:

a.

Penafsiran Perjanjian

Penafsiran adalah suatu upaya untuk mengetahui apa yang menjadi
maksud bersama para pihak yang bersepakat dalam perjanjian tersbut
ini sesuai dengan kaidah hukum Islam baltfRada asasnya akad adalah
kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka
tetapkan atas diri mereka melalui janji®
Menurut Syamsul Anwar, dalam hukum Islam terdapat beberapa kaidah
penafsiran hukum antara lain kaidah penafsiran akad, yaitu penafaimgn
harus dipedomani dalam menafsirkan akad yang dirumuskan oleh pda piha
sehingga kaidah tersebut lebih banyak tertuju pada perjanjizn diauat
dengan lisan maupun tertuffs.
Dalam kaitan dengan penafsiran perjanjian, hukum Islam menekankan bahwa
pegangan pokok dalam penafsiran itu adalah ungkapan pernyataan kehenda
para pihak, bukan kehendak sejati (batin). Oleh karena itu, apabila k&hend
sejati para pihak bertentangan dengan apa yang terungkap dalamitgesmny

33 |bid., hal 301.

% Ibid., hal.302.

% Ibid.

%8 | bid.
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kehendak, maka yang dipegangi adalah pernyataan kehendak, yaitu apa yang
tertuang dalam rumusan perjanjian yang mereka®uat.

Akad dalam hukum Islam adalah pertemuan antga dan kabul yang
merupakan pernyataan eksternal kehendak batin para pihak yang merupakan
pernyataan eksternal kehendak batin para pihak. Hal ini berarti bahwa
penafsiran perjanjian mengharuskan memegang rumusan dan ungkapan atau
pernyataan akd itu sendiri serta menyimpulkan makna eksplisibuyan
mencari suatu makna lain dengan alasan mencari apa yang diaabggpis

kehendak hakiki dan batin yang sesungguhnya dari para $ihak.

. Penentuan Cakupan Prestasi

Dalam menghadapi sua@kad ahli hukum tidak hanya berusaha
menentukan apa yang menjadi maksud para pihak dengan menafsirkan akad,
tetapi juga berusaha menentukan cakuparakad yaitu cakupan prestasi
yang menjadi hak salah satu pihak dan menjadi kewajiban bagi pimak lai
demikian pula sebaliknya. Cakupan prestasi tersebut merupakan akibat
hukum yang timbul dari suatakad perjanjian. Sifat perjanjian juga menjadi
pedoman dalam menentukan lingkup prestasi perjanjian. Akibat hukum dalam
hukum Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertakiizgt
hukum pokokyang dalam istilah fikih disebut hukum pokok akad dan yang
kedua adalabkibat hukum tambahayang dalam fikih disebut hak-hak akad

atau hukum tambahan akzd.

2.2.4.2. Daya lkat Perjanjian

Isi suatiakad dimungkinkan tidak adil atau berisi klausula yang memberatkan,

karena akad lahir dari suatu perjanjian baku, dimana salah satu pilakedaliki

banyak pilihan dalam menentukan klausula tersebut. Hal ini menimbulkan

%7 bid., hal.303.

%9 |bid, hal.309.
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pertanyaan, sejauh mana kewajiban para pihak untuk memenuhi/ melaksanaka
sebagaimana dituntut oleh isi akad. Disamping itu, mungkin terdagat keedaan
yang memberatkan sehingga menjadikan pelaksanaan perjanjian nbengdintuk
dilaksanakarf?

Bila suatuakad yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syaratnya,
maka akad tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan
prestasi yang timbul dari akad tersebut, sebagaimana dikemukahutardialam
metode penafsiran dan penentuan cakupan. Kewajiban menadsaghini mendapat
penegasan kuat baik di dalam ayat-adaQuran hadis-hadisNabi SAW maupun
dalam kaidah hukum Islam lainn{a.

Beberapa ayat, hadis dan kaidah hukum Islam yang menegaskan wajdmgauhi
akadyang dibuat oleh para pihak, antara [&in:

a) Firman Allah: Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-ai®l Al-
Maidah [5]:1);

b) Hadis Nabi SAW: Orang-orang Muslim itu setia kepada sysyarat yang
mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang rddal
menghalalkan yang haram (HR-Tarmizi, At TabrandanAl-Baihaq).

c) Kaidah hukum Islam: wajib menghormati syarat sejauh mungkin.

2.2.4.3. Tanggung Jawab PerjanjianAkad*

Sebagai bentuk tanggung jawab, maka para pihak yang melakukan perjanjian
atau beakad wajib melaksanakan perikatan yang mereka buat. Apabila salah
pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, tentunpal ti
kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentaganny
melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu hukum melindyagitikgan

pihak dimaksud (kreditor) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberikan

“bid., hal.313.

“ bid.

“?bid., hal.313-314.
“3bid., hal.329.
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ganti rugi atas pihak yang mungkir janji (debitor) bagi kepentinggnak yang
berhak (kreditor). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibelaeaképada debitor
yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh krediemiliki hubungan
sebab akibt dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad datordeladi,
tanggung jawab ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan i@giartu
menimbulkan kerugian kepada Kreditor dan kerugian Kreditor itu disebaidhn

perbuatan ingkar janji Debitor.

2.5.Akad Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008
Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam

PengertiarAkaddalam kompilasi Hukum ekonomi Islam, Buku Il tentang Akad,
Bab | Pasal 20 angka 1, ditentukan balAkadadalah kesepakatan dalam suatu
perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan

perbuatan hukum tertentt.

2.5.1. Asas Akad
Akad menurut Pasal 21, Buku Il Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, terdiri dari
sebelas asas, yaitl? :

a. lkhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar
dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

b. Amanatimenepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai
dengan kesepakan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan padagaat ya
sama terhindar dari cidera-janji.

c. lkhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang

dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

“4 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Buku Il Tentang AkaBab |, Ketentuan Umum, Pasal 20 angka
1.

4 bid, Pasal 21.
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d. Luzunttidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan
perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisi

e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan
para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikdn satu
pihak.

f. Taswiyalikkesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang
setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban Ipaka pi
secara terbuka.

h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak,
sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

I. Taisirrfkemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi
kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai
dengan kesepakatan.

j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak
mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak di@eimngpukum
dan tidak haram.

Asas sebagaimana tersebut di atas mencakup sebagian besasadaperjanjian

dalam hukum Islam yang dikemukakan oleh Syamsul Anwar, $faitu:

1. Asas IbahahMabda’ al-lbahal), adalah asas umum hukum Islam dalam bidang
muamalat secara umum.

2. Asas Kebebasan Berakalbllgbda’ Hurriyyah at-Ta’aquyl yaitu suatu prinsip
hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akaabpgmis
tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang
Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang disibait s

kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

46 Syamsul Anwarop.cit, hal. 83-92.

Universitas Indonesia

Kesalahan penerapan..., Priambodo Trisaksono, FH Ul, 2009



30

3. Asas Konsensualismdl@bda’ ar-Radha’iyyal yaitu bahwa untuk terciptanya
suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antarahp&réappa
perlu dipenuhinya formalitas tertentu.

4. Asas Janji itu Mengikat. Dalam Alguran dan Hadits terdapaydia perintah
agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikilperintah itu pada asasnya
menunjukkan wajib”Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

5. Asas Keseimbangan M@bda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadh3h vyaitu
kesimbangan para pihak dalam bertransaksi, baik keseimbangan antgmagpa
diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.

6. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan), yaitu bahwa akaddibogt oleh
para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak
boleh menimbulkan kerugian mgdhara} atau keadaan memberatkan
(masyaqqah

7. Asas Amanah, yaitu bahwa masing-masing pihak haruslah beritikadddark
bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak
mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

8. Asas Keadilan. Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua
hukum. Keadilan merupakan sendi dari setiap perjanjian yang dibirapaie
pihak.

2.5.2. Rukun Akad
Rukun akad sebagaimana tercantum di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam
Bab Ill, Bagian Pertama, Pasal 22, terdiri atas :
a) Pihak-pihak yang berakadsaitu orang, persekutuan atau badan usaha yang
memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum; (Pasal 22 jo Pasa
23)
b) Obyek akadyaitu amwal atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh

masing-masing pihak; (Pasal 22 huruf b jo Pasal 24)

4" Kompilasi Hukum Ekonomi Islangp.cit, Pasal 22.
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c) Tujuan pokok akad yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. (Pasal 22
huruf ¢ jo Pasal 25)

d) Kesepakatanyaitu merupakan suatu persetujuan dari kedua belah pihak
untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. (syarat bag@9asal
— pasal 35)

Rukun tersebut di atas pada prinsipnya sama dengan rukun akad nadrdiaing
Yuni Lestari, Endang Heriyardan Syamsul Anwar sebagaimana telah dijelaskan pada
2.2.2.1.

2.5.3. Akibat Akad

Bab 1ll, bagian ketujuh Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, dikent
bahwa semuakadyang dibentuk secara sah berlaku sebagsih syari’ah(Undang-
Undang) bagi mereka yang mengadalekad Suatu akad hanya berlaku antara
pihak-pihak yang mengadakakad (Pasal 46). Dikatakan pula bahwa suakad
tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegasiigalatetapi juga
untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatbtasaan,
dan nash syari'ah (Pasal 45). Suatu akad juga dapat dibatalkan oleh aittak vy
berpiutang jika pihak/ang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan
pihak yang berpiutang (Pasal 47).

Dengan demikian ketentuan dimaksud di atas merupakan ketentuaakitbed

hukum adanya akad yang dibuat dengan memenuhi syarat sah suatu akad
sebagaimana pembahasan pada 2.2.3. bahwa suatu akad untuk dapat mempunyai
akibat hukum secara syar’i maka harus memenuhi rukunnya, syastttémya dan

syarat keabsahannya.

2.5.4. Penafsiran Akad

Pada Bab Il Bagian delapan, Pasal 48 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam,
ditentukan bahwa pelaksanaakad atau hasil akhirakad harus sesuai dengan

maksud dan tujuaakad bukan hanya pada kata dan kalimat. Sebagaimana pendapat
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Syamsul Anwar, bahwa tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok
dari akad. Misalnya tujuan akad jual beli adalah memindahkan hdkatak barang
dengan imbalaf?

Selanjutnya menurut Pasal 49, bahwa pada prinsipnya akatuharus diartikan
dengan pengertian aslinya dan bukan dengan pengertian kiasannyka®@feinya,

bila teks sudah jelas, maka tidak perlu ada lagi penafsi@muN demikian apabila
terhadap isiakad tersebut ternyata tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan
makna yang tersirat daskadtersebut dan jika suatu kata tidak juga dapat dipahami
baik secara tersurat maupun tersirat, maka berdasar Pasalt®&2ersabut dapat
diabaikan.

2.6. Akad Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah

Pada Pasal 1 ayat (13) ditentukan bahkadadalah kesepakatan tertulis antara
Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mexdaaya hak dan
kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syastdndgkan pada
Peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang
Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang melaksanakataKeg
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, ditentukan b#tkadadalah perjanjian tertulis
yang memuatjab (penawaran) dagabul (penerimaan) antara Bank dengan pihak
lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengaip pr
syariah. Dengan demikian secara prinsip telah ditegaskan bakwa #efinisi atas
Akad yang dikeluarkan pada dua peraturan tersebut berbeda adalahyama
intinya bahwa terdapat kesepakatan atau perjanjian tertulis damuah hak serta
kewajiban para pihak.

8 Syamsul Anwarop.cit, hal. 218.
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2.7.Pengertian UmumWa’ad Menurut Beberapa Sumber

Wa’ad adalah berkaitan dengan janji oleh seorang individu atau pihak untuk
melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Misalnya, pihak &nparmtuk
menjual rumahnya kepada pihak B. Ini adalah suatu perjanjian sepihgkhgaya
mengikat pihak A saja, sehingga hal ini tidak dianggap sebagai skdwiahk yang

terdapat unsur penawaran dan unsur penerimaan (sifatnya tidak bilateral).

Menurut Dr.Aznan Hasan dalam musyawarah cendekiawan nusantara pada
tanggal 27 dan 28 Pebruari tahun 2008, menjelaskan bahwa secara umum Ulama
pada masa silam juga berbeda pandangan dalam menentukan Hyekahitu
mengikat atau tidak. Jumhur Ulama berpandangan bahwa walaupun makaksa
janji amatlah dituntut dari sisi agama, namun pelaksanaan seasogtadalah tidak
mengikat dari segi Undang-Undang dan tidak bisa dipaksakafor¢ement
Sebaliknya sebagian Ulama seperti Samurah bin Jundub, Umar ibnl-Alai albn
Shubrumah, Hassan al-Basri, Ibn Arabi, Imam Bukhari, dan lain-lain, riotapgan
bahwa melaksanakan janji tidak saja wajib dari sisi agama bahganvajib dari
segi Undang-Undang dan pengadilan boleh menguatkan (enforce)ibeawaj
tersebuf®

Lain halnya dengan mazhab hanafi dan Maliki yang lebih méidada
implikasi kepada janji yang diberikan. Mazhab Hanafi sebagai contohnya
berpandangan bahwa sesuatu janji akan mengikat jika sekiranya pataksga
dikaitkan dengan sesuatu syarat tertentu (mu’allagan bi al-shidg) ini
dimaksudkan untuk mengelakkan segala kemudharatan dan penipuan kepada orang
yang menerima janji. Mazhab Maliki juga berpandangan jika seldrpamberi janiji
telah menyebabkan penerima janji menanggung sesuatu biay&latamelakukan
sesuatu pekerjaan berdasarkan janji yang telah diberikan, makgegjaeput adalah

mengikat>’

* Aznan Hasamengertian Al-Wa’ad, Al-Wa’'dan dan Al-Muwa’adafluzakarah Cendekiawan
Syariah Nusantara, 2008, http://www.tpgi.org/rcmc.

%0 | pid.
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat eatifzat
pemikiran tentangVa’'ad, yaitu®*

a. Aliran Imam Abu Hanifah, Imam al-Shafi' dan sebagian ulama Wali
berpendapat bahwa Wa’ad adalah janji yang mulia namun tidak wajib.

b. Aliran pemikiran Samurah bin Jundub dan sebagian ulama Maliki, berpendapat
bahwa seorang yang berjanji, maka ia berada di bawah kewhjiliam untuk
memenuhi janji tersebut.

c. Aliran dari beberapa ulama Maliki, mengeukakan bahwa Janji hanyakaeng
apabila penerima janji mengalami kerugian atau menimbulkan biayan dal
upaya memenuhi janji.

d. Aliran keempat adalah dari figih Islam (pandangan umum) yanggatakan
bahwa pemenuhan janji dapat diterima apabila memenuhi ke empat hal berikut:
I. Janji harus bersifat sepihak;

ii. Dapat mengalami kerugian atau biaya dalam upaya untuk memenuhi janji;

iii. Janji telah dipenuhi/ terlaksana.

Adiwarman karim dalam presentasi kuliah SBM di Institut Teknd@agdung,

28 Mei 2005 mengatakan bahwa konsep dasar dalam aturan perjargianisiaim
adalah wa’ad dan akaWa’'ad adalah perjanjian satu pihak. Pengingkaran terhadap
wa’ad tidak bisa dituntut. Sementara itu, akad adalah kontrak. Dakad dua
pihak saling berjanji sehingga ikatan terhadap persetujuan itu kusnddsa’ad

saja tidak kuat secara hukum, maka dalam perbankan syaa@ul diubah menjadi
wa’ad ala wa’'ad (promise over promigesehingga dalaiwa’ad ala wa’'ad terdapat
dua pasal janji. Pasal pertama berhubungan dengan apa janji itu gesdifikedua

berhubungan dengan apa konsekuensinya bila janiji itu tidak dilaRtikan.

*Islamic Finance Qualification (IFQ)Workbook authors Abdul Sattar Abu Ghud et
al. - Edition 2, 2007. - London : Securities and Investment Institute; Beirut : Ecole
Supérieure des Affaires. http://www.islamicbanker.com.

> Adiwarman Karim, Sistem Perbankan Syariah, Pengantar Singk&BM Institut Teknologi
Bandung, 28 Mei 2005., http://www.ith.ac.id/newadtkback/548.
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2.8.Pengertian Mengenai Akta

Menurut Sudikno Mertokusunt,akta adalah surat yang diberi tanda tangan
yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu halsadw perikatan
yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unaualksaat
adalah:

a. Ditandatangani;

b. Memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hal;

c. Diperuntukan sebagai alat bukti tertulis.
Keharusan adanya tanda tangan ditujukan untuk membedakan antardwkta sa
dengan lainnya. Dengan demikian pemberian tanda tangan padadakih a

merupakan faktor individualisasi atau memberi ciri pada sebuaf*akta.

2.8.1. Macam-macam Akta
a. Akta Autentik
Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Suatu akta
autentik ialah saatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh
Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang
berkuasa untuk itu ditempat dimana kata dibuatnya.”
Dengan demikian, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat
yang diberi kewenangan untuk itu oleh penguasa. Akta ini terutama
memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkn apa yang

dilakukanny dan dilihat dihadapannya.

> Sudikno MertokusumoHukum Acara Perdata indonesjacet.4, (Yogjakarta: Liberty,1993),
hal.120.

** Ahdiana Yuni Lestari, Endang HeriyanDasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Agazkt.1,
(Yogjakarta: Mocomedia, 2009), hal 42.

%5 |bid, hal 43.
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b. Akta Di Bawah Tangan
Akta di Bawah Tangan merupakan akta yang sengaja dibuat untuk
pembuktian oleh pihak atau pihak-pihak tanpa bantuan dari pejabat yang
berwenang untuk itu. Akta di bawah tangan ini merupakan alat bukti
yang sempurna apabila diakui oleh pihak atau pihak-pihak yang
membuatnya atau apabila dikuatkan oleh alat bukti yangQain.

2.8.2. Kekuatan Pembuktian Akta
Terdapat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian akta, yaitu kekuatan
pembuktian Lahir, Kekuatan pembuktian Formal dan Kekuatan pembuktian

Material>’

a. Kekuatan pembuktian Lahir yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan pada
keadaan lahir, yang nampak pada lahirnya seperti akta sehiaggadianggap
mempunyai kekuatan sebagai akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

b. Kekuatan pembuktian Formal yaitu kekuatan pembuktian yang didasddsan a
benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah ditga. terse
Kekuatan pembuktian formal ini memberi kepastian tentang peristiiwaaba
pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

c. Kekuatan pembuktian Material memberikan kepastian tentang reastu akta,
memberikan kepastian tentang peristiva bahwa pejabat atau pizel

menyatakan dan melakukan seperti apa yang dimuat di dalam akta.

2.9. Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Yang Berkaitan Dengan
Wa'ad

2.9.1. Mengenal DSN-MUI
Dalam menguraikan mengenai latar belakang pembentukan Fatwa yang
berkaitan denganWa’ad yaitu Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah

*% bid.
" Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyaop,cit, hal.44-47.
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Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 45/DSN-MIR005
tentangLine Facility (At-Tashilatlyang dikeluarkan pada tanggal 08 Muharram 1426
H / 21 Februari 2005, maka sebelumnya kita perlu mengenal lembagadisebut
sebagai DSN-MUI tersebut. Dewan Syariah Nasional (DSN}hdaimbaga yang
dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan Keputusan rbDewa
Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/11/1999 yang mempunyai fungsi mela&kan
tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang beganbadengan
aktifitas lembaga keuangan syariah. DSN bertugas mengalaasmengarahkan
lembaga-lembaga keuangan syari'ah untuk mendorong penerapan nilgandai a
Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. DSN juga pkbaralapat
berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyadikedsia
yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu tugasOfiKok
adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukam Isl
(Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di
lembaga keuangan syariah. Melalui DSN ini dilakukan pengawastadsp
penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen lembaggdesgariah
(LKS).%®

2.9.1.1.Struktur Organisasi DSN

Struktur organisasi DSN terdiri dari pengurus pleno (56 anggotapBddan
Pelaksana Harian (17 orang anggota). Ketua DSN-MUI dijab&t BieOfficio
ketua Umum MUI dan sekretaris DSN-MUI dijabat Ex-Officicelol Sekretaris
Umum MUI. Adapun keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, KoRasiva
MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan paa&tigor
perekonomian syariah- yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan
Pelaksanan Harian DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetaipkarapat
Pleno DSN-MUP?®

8 Dewan Syariah Nasional, Keputusan Dewan Syariadiddal-Majelis Ulama Indonesia, Nomor 1
Tahun 2000rentang Pedoman Dasar.
* Ibid.
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2.9.1.2.Dasar Pemikiran Dibentuknya DSN

Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syaaiadhdi t
air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah patlap lembaga
keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan
menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar etiperol
kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Bei@yanah yang
ada di lembaga keuangan syariah. Pembentukan Dewan Syariah NasarEdkan
langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi iSsy Yy
berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Dewan Syariah Nasional
diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam
kehidupan ekonomi dan berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perk@ambang

masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keG&ngan.

2.9.1.3.Tugas dan Wewenang DSN
Dewan Syariah Nasional mempunyai tugas sebagai b&rikut:
a) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan
perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dewan Syariah Nasional mempunyai kewenangan sebagai Berikut:
a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah
dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar
tindakan hukum pihak terkait.

0 Ibid.
®1 bid.
%2 | bid.
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Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Deyparte
Keuangan dan Bank Indonesia.

Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-
nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu
lembaga keuangan syariah.

Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas
moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh
Dewan Syariah Nasional.

Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

2.9.1.4.Mekanisme Kerja DSN
Mekanisme kerja DSN dapat diuraikan sebagai beftkut:

a)

b)

d)

Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan
oleh Badan Pelaksana Harian DSN.

Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali
dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.

Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunana@nual repor} bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah
sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum
mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun

pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.

%3 | bid.
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e) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris paling lambat 1 (&aiu)

f)

¢)

h)

j)

k)

kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada Ketua.

Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli
selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum

khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu
pertanyaan/usulan.

Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil

pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk
mendapat pengesahan.

Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani

oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik
pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah

pengawasannya.

Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul

pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga
yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan
operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada
Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu

tahun anggaran.

Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan

yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

2.9.1.5.Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah merupakan wakil DfaXi yang
mempunyai tugas mengawasi kegiatan usaha dari Lembagagdgeeu@yariah (LKS)
agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakanMleh DS
Fungsi Utama DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saraa diepks,

pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mehgkhal
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yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator BKi&rdengan DSN
dalam meng-komunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS
yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Sebagai penasehat dan pemberi saran, maka DPS dapat mengeluarkan Opi
Syariah, yaitu pendapat koletif dari DPS yang telah dibahasaseeamat dan
mendalam mengenai kedudukan /ketentuan syar’i yang berkaitamdmogiak atau
aktifitas LKS. Opini syariah ini dapat dijadikan pedoman semerdara dasar
pelaksanaan produk LKS sebelum adanya fatwa DSN mengenai massédiutie
DPS kemudian secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengainapi LKS,
dapat mengajukan usulan kepada DSN untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan
dengan produk atau kegiatan LKS melalui Badan Pelaksana HariarydgNintuk

selanjutnya diformulasikan secara baik untuk dibahas dalam rapat pleno DSN-MUI

2.9.2. Pembentukan Fatwa DSN-MUI Nomor 45/DSN-MUI/11/2005 Tentang
Line Facility (At-Tashilat)

Atas dasar mekanisme kerja DSN sebagaimana tersebut ddaatagiga
dikarenakan adanya kebutuhan dari pihak perbankan syariah, makamadaval
tahun 2005 dengan prakarsa dari DPS Bank Syariah Mandiri bersamalesagaa
pimpinan bank tersebut, diajukanlah beberapa permasalahan perbankan syariah untuk
dapat dicari jalan keluarnya melalui keputusan Dewan Syariah Nasional.

Salah satu dari beberapa topik masalah yang dibahas dalam pertelauan ka
adalah bagaimana menerapkan suatu perjanjian yang bagi penibeedrasilitas
sebagaimana selama ini lazim dikenal dan di implementasikan gexrthankan
konvensional.

Yang dimaksud dengdnne Facility dalam perbankan konvensional adalah
suatu pemberian limit kredit/pembiayaan yang diberikan kepada aegAmdan
hukum debitur yang cara penarikan dan pemanfaatannya tidak sek&bgutetapi

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya.

54 bid.
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Bentuk perjanjian yang dibuat untuk kebutuhane Facility tersebut, pada bank
konvensional, langsung dapat mengikat secara hukum bagi kedua belah ptoak, yai
kreditor dan debitor. Perjanjian yang dibuat untuk maksud tersebut sudabaksn
perjanjian hutang piutang pokok. Dengan adanya hutang piutang pokok tersebut,
maka pihak Debitur berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah
dipenuhinya, dapat menarik atau menggunakan fasilitas tersebunhdmsargaantara
lain menyerahkan “surat sangguppr@missory note Sedangkan berdasarkan
ketentuan syariah, suatikad dibuat untuk mendasari suatu transaksi yang terjadi
pada saat itu juga dan bukanlah suatu transaksi yang masih gadnkemudian,
sehingga sejalan dengan prinsip syariah yang melarang a@aayar yaitu sesuatu
yang mengandung arti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuak unt
merugikan orang lain.
Secara teknis,gharar berarti tidak adanya kepastian mengenai spesifikasi
(jenis/sifat/rincian) obyek, cara dan waktu penyerahan seata dan waktu
pembayarafi® Dengan demikian, tipe-tipeuture ContractdanFuture Trading (bai
al-fuduli) dimana satu pihak tidak menunjukkan penguasaan terhadap komoditi yang
ditransaksikan, apabila tidak diikuti dengan penyerahan b&nangdelivery trading
contract)adalah termasuk kategagfiarar.®®

Kesulitan dan ketidak praktisan dalam membuatan perjanjian atau akad
pembiayaan syariah, khususnya apabila harus membuat akad yang cukupttéba
setiap kali terjadi pencairan atau transaksi yang menggunaksm dfri bank
tersebut, menyebabkan kurang efisiennya praktek administrasi gy@abi pada
bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

Apabila perbankan syariah ingin dapat berkembang dengan baik damdgers
dengan perbankan konvensional, maka tentunya upaya-upaya untuk
menyederhanakan proses adminsitrasi perbankan syariah juga hajadimealah

satu hal yang harus didukung, tentunya tanpa melanggar ketentuaahrsyari

% Tim Pengembangan Perbankan Syariah-Institut Bankilonesia, Konsep, produk dan
implementasi opearsional Bank Syaridbakarta: Djambatan, 2001), hal.25.

% zainul Arifin, Keunikan Sistem Operasional Bank Syariah Dibandiagk KonvensionaMajalah
Pengembangan Perbankan Edisi no.75, IBI, Jak&e9.1
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sendiri. Bermula dari hal-hal itulah, DPS bank Syariah Mandiri ikalenengajukan

permasalahan tersbut kepada Badan Pelaksanan harian DSN-MUI diratpét

plenokan.

Kemudian melalui pembahasan secara internal DSN-MUI maupgende

memanggil pihak bank Syariah Mandiri untuk menjelaskan secarh ratgi

mengenai

pemasalahan yang ada, maka pada tanggal 21 Pebruari 2005

dikeluarkanlah fatwa nomor 45/DSN-MUI/11/2005 mengenaie Facility tersebut.

Berikut adalah kutipan dari fatwa dimaksid;

PertamaKetentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Line Facility adalah suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir
dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
Wa'd adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak (Lembaga Keuangan
Syariah) kepada pihak lain (Nasabah).

Wa’'d yang telah disepakati tidak boleh disalhgunakan untuk pembiayaan
di luar kesepakatan.

Akad adalah transaksi atau perjanj@mar’i yang menimbulkan hak dan
kewajiban serta merupakan bagian yang tidak terpisahkanlLoei
Facility.

Kedua:Ketentuamikad

Line facility boleh dilakukan berdasarkawa’d dan dapat digunkan
untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu sesuai prinsip syariah.

Akadyang digunakan dalam pembiayaan tersebut di atas dapat berbentuk
akad Murabahah, Istishna’, Mudharabah, Musyaraktmljarah.

Penetapan margin, nisbah bagi hasil dan/atau fee yang dimintaKdeh
harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan masing-masing akad dan
ditetapkan pada saat akad tersebut dibuat.

LKS hanya boleh mengambil margin, bagi hasil dan/atau feeaksab

akad yang dibuat.

67 Fatwa Dewan Syariah Nasionap. cit.
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5. Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/200 tentangurabahah, Fatwa
DSN Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual béttishna’, Fatwa
DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaktudharabah
(Qiradh), Fatwa DSN Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang
PembiayaanMusyarakah, Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000
tentang Pembiayaaljarah, berlaku pula dalam pelaksanaan akad-akad
Pembiayaan yang mengikliine Facility.

Ketiga Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihnan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional setelahk tida
tercapai kesepakatan melalui musyawarabh.

2. Fatwa ini beraku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Pada Fatwa tersebut difatwakan bahWa'ad cukup dituangkan ke dalam
bentukMemorandum of Understandingang dapat diartikan sebagai suatu dokumen
yang menjelaskan adanya pemahaman bersama, baik secamralbilatau
multilateral. Hal ini sering digunakan dalam kasus dimana saah pihak tidak
menyiratkan adanya komitmen hukum atau sering disebut dan dikatilaebagai

gentlemen agreement

MengenaiWa'ad ini, DSN-MUI juga menyebutnya dalam Fatwa Nomor
27/DSN-MUI/11/2002 tentang Al-ljarah - Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik yaitu
disebutkan bahwa “Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di akael
ljarah adalahwa'd (/dsg2), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin
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dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakekan se

masa ljarah selesai™

Dalam Fatwa DSN-MUI yang lain yaitu Fatwa Nomor 30 dan No&%or
dinyatakan pula bahwa‘Wa'd (\Js¢-) adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak
(LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu; Sedakgkian

adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kew&fiban.”

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Fatwa-fatwa DBNtdisebut
secara nyata membedakan apa yang dimaksud devigjad dan apa yang dimaksud
dengarmkad

2.10. Kebijakan Umum Pembiayaan (KUP)

Yang lazim berlaku pada perbankan di Indonesia pada dasarnya tidak berbeda

antara perbankan konvensional maupun perbankan Syariah, yaitu mencakup:
1. Unsur-unsur Pembiayaan
Dalam setiap pembiayaan wajib dipenuhi adanya unsur-unsur yang m@liputi:

a. Dua pihak: Adanya pihak kreditor dan pihak debitor;

b. Kepercayaan: Pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan;

c. Persetujuan: Kesepakatan antara pihak kreditor dengan pihak debitor untuk
membayar kembali pembiayaan yang diberikan;

d. Penyerahan barang: objek berupa barang, jasa atau uang yang diserahkan
pihak kreditor kepada debitor.

e. Waktu: Pembiayaan selalu ada jangka waktunya;

®Himpunan Fatwa dewan Syariah Nasional MB&twa Nomor 27/DSN-MUI/III/200Zentang Al-
ljarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik Cet.2, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelisma
Indonesia dan Bank Indonesia, 2006), hal.164-168.

®Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 30/DSN-MUI/VB2(0entang Rekening Koran Syaria’ah
danFatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 55/DSN-MUI/V/2d@ntang Rekening Koran Syari'ah
Musyarakah

" Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Credianagement Handbook, Cet.1, (Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 5-6.
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f. Risiko: Setiap Pembiayaan selalu mengandung unsur risiko;
g. Prestasi: Pembiayaan mengandung prestasi berupa pembayaran bunga.

Walaupun pemberian Pembiayaan didasarkan atas kepercayaansdgtapi
berpendapat bahwa penilaian atas kepercayaan tadi harus memdathFive C’'s
(Character Capacity Capital, Conditiondan Collateral)’!, serta didokumentasikan,
sehingga siapapun yang membaca dasar penilaian pemberian Pembiayaan

mempunyai persepsi yang sama.
2. Tujuan Pemberian Pembiayaan

Suatu pemberian pembiayaan harus memiliki tujuan yang jelap@agpihak yang
terlibat maupun bagi masyarakat umum, yaitu meliuti:

a. Bagi bank: a)Profitability, artinya ada keuntungan yang diperoleh secara
wajar b) Safety, artinya harus aman dengan risiko yang telah dimitigasi
sebelumnya.

b. Bagi nasabah: memberikan manfaat yang positif bagi masydtesatdan
meningkatkan produktivitas usaha.

c. Bagi masyarakat umum: dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional,

dan meningkatkan kesempatan kerja.
3. Prosedur Pembiayaan

Prosedur yang dimaksud dalam suatu pembiayaan pada dasarnya reeliputi
rangkaian dari proses pembiayaan. Namun dalam hal ini saya lebigkan&an
pada langkah awal yang harus dilalui apabila Bank akan meisaa untuk

memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yang menjadi sasarannya.

Menurut saya, terdapat tiga hal pokok utama dalam prosedur pembiayaan, yaitu:

" “The "Five C's" of Credit Analysis”, kttp://www.loanuniverse.com/credit.htmI|1998.

2Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzap.cit, hal.6-7.
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a. Merencanakan Pasar Sasaran. Bank harus mempunyai perencanaan, pasar
mana yang akan dituju dalam memasarkan Pembiayaannya, misdtkan fo
pada sektor ritel atau sektor UKM (Usaha kecil dan menengah).

b. Menentukan kriteria risiko yang dapat diterima. Bank hanya mekeas
Pembiayaan apabila kriteria risikonya jelas dan dapat di miitigaisalkan
dengan: menetapkdmit exposure (limit suatu fasilitasjenis usaha (dibuat
rating nya, dan rating apa saja yang layak dibiayai), lokasi dan sebagainya.

c. Menentukan kriteria nasabah Pembiayaan yang dapat diberikanasasilit

pembiayaan, berdasar pada kriteria nasabah yang jelas.

4. Putusan Pembiayaan
Setiap pemberian Pembiayaan harus melalui mekanisme prospsoseaur
baku, sebagai berikdt:
1. Ada permohonan Pembiayaan secara tertulis.
Permohonan secara tertulis ini diperlukan untuk administrasi proses
pembiayaan dan bukti bahwa calon nasabah memang benar mengajukan
secara resmi dan apabila pemohon berbentuk badan hukum, maka dapt di
ketahui apakah penandatangan surat adalah wakil yang sah darhbkdan
tersebut.
2. Dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
Untuk dapat memproses pengajuan permohonan pembiayaan, maka bank
memerlukan dokumen yang harus diserahkan oleh calon nasabah. Dokumen
tersebut berupa indentitas pemohon, perijinan usaha, nomor pokok wajib
pajak, dll.
3. Disertai dengan proposal Pembiayaan.
Apabila yang diajukan berupa permohonan untuk pembiayaan investasi atau
modal kerja bagi suatu usaha, maka diperlukan adanya proposal yang
menjelaskan mengenai usaha atau proyek yang membutuhan pembiayaan

tersebut.

”* Nana Mugiana Somantri, “Analisa Kredit/Pembiayaifesentasi disampaikan pada Pelatihan
Analisa Kredit, Jakarta 21-24 Agustus 2009).
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Dibuat rekomendasi dan putusan Pembiayaan.

Terhadap proposal pembiayaan tersebut, kemudian pihak bank akan
menganalisa seluruh aspek dari permohonan tersebut sesuai dengampedoma
analisa yang telah ditetapkan bank. Hasil dari analisa tersebuiyadi
rekomendasi dan diajukan kepada komite pembiayaan untuk dibuat putusan
pembiayaannya.

Dibuat pemberitahuan putusan Pembiayaan secara tertulis.

Dengan adanya permohonan tertulis yang diajukan oleh calon nasethah,

bank juga harus memberitahukan secara tertulis atas putusan pembjayaann
yang disertai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuaragaarbiyang
disetujui tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi proses administrasi
bank yang tertib. Putusan pembiayaan ini lazim disebut sel&ait
Pemberitahuan Putusan Pembiayaan

Melakukan perjanjian Pembiayaan secara hukum.

Untuk dapat merealisasikan/ menggunakan fasilitas pembiayaantgtahg
disetujui bank untuk diberikan kepada calon nasabah, maka wajib dibuat
kesepakatan atas pembiayaan yang dituangkan dalam suatu rgkggoe
sehingga dapat mengikat para pihak secara hukum.

Proses pencairan Pembiayaan.

Dengan telah ditandatanganinya akta perjanjian pembiayaan selaaga

untuk menggunakan fasilitas pembiayaan yang telah disepakati, maka
nasabah dengan melengkapi dokumen pencairan, antara lain seperti surat
promes dan tanda terima uang, maka saat itu pula nasabah berhak untuk
menerima pencairan atas fasilitas pembiayaan tersebut.

Melakukan pengawasan dan evaluasi.

Setelah semua hal diatas dilakukan, maka merupakan kewajiban bank untuk
melakukan pengawasan dan mengevaluasi penggunaan fasilitas pembiayaan
yang diberikan kepada nasabahnya, apakah telah digunakan sesuanketent
pembiayaan yang disepakati dan apakah usaha dari nasabah untuk

mengembalikan fasilitas tersebut dapat berjalan dengan baik.
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Pada dasarnya tujuan pemberian Pembiayaan haruslah didasarkan pada
kelayakan usaha, agar usaha yang dibiayai dapat berkembangrapeteyegaga
kerja, dan pada akhirnya dapat menyumbang peningkatan ekonomi masyaraka

disekitarnya.

Sebagaimana inti permasalahan yang telah disebutkan pada bala,pera&en
selanjutnya pembahasan akan juga meliputi pada tahapan proses pemleyg

terkait erat dengan pembuatan perjanjian pembiayaan secara hukum.

Terhadap suatu keputusan pembiayaan yang diberikan oleh Bank, niaka per
ditindak lanjuti dengan adanya suatu dokumentasi berupa semacam Surat
Pemberitahuan atas Persetujuan Bank untuk memberikan fasilitas apaanbi

dimaksud.

Surat dimaksud mempunyai nama yang berbeda beda antara bank satu dengan
lainnya, namun demikian semuanya mempunyai maksud dan peruntukan yang sam

yaitu sebagai Surat Penegasan atas Persetujuan Pembiayaan.

Setelah mengamati dan mempelajari contoh surat-surat ypagdiléhat pada
bagian lampiran, maka inti surat tersebut adalah berupa persedajugmhak bank
untuk memberikan suatu fasilitas berupa produk yang dimiliki bank dimaksud,
sehingga dapat disimpulkan, bahwa, pada hampir semua bank pada unadamnya
bank syariah pada khususnya, telah menerapkan hal yang samadsgan

dimuatnya pada surat persetujuan pembiayaan, hal-hal sebagai berikut:

Jumlah fasilitas.
Jangka waktu fasilitas.
Jenis fasilitas.

Obyek jaminan.

® 2 0 T ®

Syarat-syarat dan ketentuan umum pembiayaan, dll.

Pada akhir surat tersebut, diberikan tempat bagi debitur atau calm detik
menandatangani surat tersebut sebagai tanda persetujuan sekaligus sedragagidas
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proses selanjutnya, yaitu pembuatan perjanjian pembiayaan. Tanya pdganjian
pembiayaan yang merupakan kesepakatan antara pihak bank dengan mielk#ur,

fasilitas yang disepakati belum dapat digunakan.

Pada proses pembuat&kad pembiayaan terhadap fasilitas yang diberikan oleh
pihak bank. Dalam situasi pemberian fasilitas yang sifatrg@yd sekali saja.
Contohnya adalah fasilitas untuk membeli sebuah rumah, maka paderfiit
transaksi atas jual beli rumah tersebut yang didanai daitdagiembiayaan bank,

tentunya paling cocok adalah dengan pembiayaan&miabahah.
2.11. Analisa Hukum Terhadap Kasus AktaWa’'ad Pada Bank X dan Bank Y

BerdasarkaRigih Muamalah dibedakan antara apa yang disebut seb&/gzad
danAkad Wa’ad adalah suatu janji yang dibuat oleh salah satu pihak kepada pihak
yang lain untuk melakukan sesuata’ad hanya mengikat pada pihak yang
membuat janji, dimana ia harus memenuhi janjinya tersebut, sedapiiek yang
lainnya tidak mempunyai kewajiban apapun kepada pihak yang membuat janj
tersebut, sedangkakkad adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan
mengikat pada para pihak yang membuat perjanjian ter§eKatentuan-ketentuan
dan syarat-syarat yang tercantum p&da’ad tidak secara terperinci dan spesifik
dicantumkan seperti layaknya pada suatkad Sehingga, apabila pihak yang
membuat janji, kemudian mengingkari janjinya, maka tidak adassénukuman

apapun kecuali hanya sanksi moral saja sebagai akibat hukumnya.

Dilain pihak, sebualkad adalah mengikat bagi kedua belah pihak yang
membuatnya dan menyetujuinya sebagaimana apa yang dituangaenAdaid”
Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pakad dibuat dengan terperinci dan

spesifik, sehingga kedua belah pihak wajib untuk memenulakési tersebut dan

* Adiwarman A. KarimIslamic banking: Figh and financial analysiset.3, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Perkasa, 2005), hal 63.

S | bid.
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bila dilanggar, maka pihak yang melanggarnya akan dikenakan sebkgiagmana
disepakati bersama padaadtersebut?

Dr.Aznan Hasandalam presentasinya pada Muzakarah Cendekiawan Syariah
Nusantara tahun 2008 mengatakan bahdaNa'd adalah suatu janji secara
unilateral atau sepihak yang diberikan oleh satu pihak kepada pihagaaimtuk
melakukan suatu hal, seperti janji untuk menjual atau merffi@érdasarkan pada
beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa yaakgudindengan

AkadmaupurnWa’ad adalah berbeda satu dengan lainnya.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, Pasal 19 ditentukan bahwa suatu
akad pembiayaan syariah wajib dibuat untuk melandasi adanyasigpsmbiayaan
yang diberikan bank kepada pihak debitur, sehingga menimbulkan adanya hak dan
kewajiban masing-masing pihak. Permasalahannya adalah, dartipentthadap
dua bank syariah di Indonesia yaitu PT Bank X dan Unit UsahaaBypaida Bank
Y, ternyata bahwa penerapan akia’ad sebagai dasdrine Facility telah terjadi
tumpang tindih dengan penerapalitad pembiayaan yang harus menjadi dasar bagi
setiap transaksi pembiayaan dan hal inipun berlanjut kepada pembuatama’akita

secara notariil.

Dengan penerapan pembuatan akta tersebut, dapat menimbulkan risiko bagi
bank, yaitu perjanjian assesoir berupa perjanjian jaminan menja#ti eiedktif
karena akta-akta jaminan tersebut mengkait pada \&ktad. Seharusnya akta
Wa'ad hanya sejenis memorandum of understandingaja karena hanya

menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja yaitu pihak bank.

Sebagaimana pendapat dari Abdoerraoef yang kutipannya telah dinyzdka
sub Bab 2.2.1 mengenai pengertian akad. Apabila akad hanya memenuhatahap s
dan tahap dua saja, maka perikatan tersebut belum terjadi, odsia kizu, perbuatan

tersebut hanya sesuai dengan ungaiad yang tidak mengikat atau mewajibkan

®|bid.
" Aznan Hasamp.cit
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untuk melaksanakan janjinya. Dengan tidak dilaksanakan janjinyabuéenseka
akan mendapatkan sanksi moral, sebagaimana disebutkan dalaahI@&n ayat
76. “Sesungguhnya orang yang melaksanakan hak orang lain, meyesgsuali
waktu yang mereka janjikan, tentu akan beruntung mendapatkan keciitalan

karena ia bertakwa kepada Ny4.”

Dari uraian di atas, maka dapat saya simpulkan dasar hukiad tersebut adalah:

a. QS.Al Imranayat 76:
“Sesungguhnya orang yang melaksanakan hak orang lain,
menepatinya sesuai waktu yang mereka janjikan, tentu akan beruntung
mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada Nya.”

b. ljtihad’® dalam bentuk:

i. kaidahFigh

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali

ada dalil yang mengharamkanny®."

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan
sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan

dengan syari‘at)®

ii. Ijma’ (Kesepakan para mujtahid)

Pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam al-shafi’ dan sebagiamaula
Maliki yang mengatakan bahw#a'ad adalah janji yang mulia namun

tidak wajib®?

’® Al-Muntakhab, Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Terjemahan Mesicet.1, (Kairo:Al-Azhar-Kementerian
Wakaf, 2001), hal.122.

" Mohammad Daud AliHukum islam: Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukuiantsdi Indonesia
Cet.8,(Jakarta:Raja Grafindo Perkasa, 2000), hal.81

8 Fatwa Dewan Syariah Nasidjop.cit.
* Ibid.
82 Aznan Hasampp.cit.
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lii. Pendapafbdoerraoetentang tahap terjadinya perikatan dalam Islam,
pendapat, pendapBiR. Aznan HasabahwaAl-Wa'd adalah suatu janji
secara unilateral atau sepihak yang diberikan oleh satu kémda pihak
lainnya untuk melakukan suatu hahdiwarman Karim berpendapat
bahwaWa’'ad adalah perjanjian satu pihak, pengingkaran terhadapnya

tidak bisa dituntut.

Dari uraian di atas, dapatlah dibuat perincian mengenai perbedaaa \Matad

dengarmkadyang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.2.

Perbedaan Prinsip antaraWa’ad denganAkad

Wa'ad Akad

1. Janji (promisg dari satu pihak 1. Mengikat kedua belah pihak
hanya mengikat pihak pemberi 2. Masing-masing pihak terikat
janji (satu arah). untuk melaksanakan kewajiban.

2. Pihak yang diberi janji tida Term & conditions terperinci

=
w

memikul  kewajiban apapun secara spesifiknell-defined
kepada pemberi janiji. 4. Bila kewajiban tidak dipenuhi
3. Term & conditions tidak oleh pihak manapun, maka
diperinci (tidakwell-defined sanksi yang dikenakan sesuai
4. Bila janji tak terpenuhi maka dengan yang telah diperinci
sanksi yang diterima merupakan dalamterms & conditionsyang
sanksi moral saja, tanpa bisa disepakati

dituntut ganti rugi.

Untuk lebih jelasnya, sebagai contoh dapat dilihat pada salah satyaagta
menurut keterangan dari Edhi Roesftfapejabat pada salah satu kantor cabang
Bank Syariah X disebut sebagai akda’ad yaitu pada akta notaris yang disebut

8 Wawancara dengan nara sumber, Edhi Roesman, pkgisa cabang Bank Syariah X, Jakarta, 12
Maret 2009.
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dengan judu”hkad PembiayaaMudharabah wal Murabahah/ ljarah (Wa’'aghgitu
suatuakad Mudharabalyang menggunakan dasar bagi hasilnya dari suatu transaksi

Murabahahatauljarah yang dibuat oleh pihak Debitor.

Dalam salah satu paragraf akta tersebut dikemukakan sebagat:b&elanjutnya
kedua belah pihak sepakat untuk membuat/mengadakieexd Pembiayaan
Mudharabah wal Murabahah/ljarah (Wa'adiiengan syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:”---------=---=-ememmmemm oo

Kemudian pada Pasal 8, ARtéa’adtersebut, tertulis:

-Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali pembiayaan tepat pada
waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan
Akadini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk
menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan Akadini.-----------------------

- Jenis agunan yang diserahkan adalah sebagai berikut :--------

Lebih lanjut lagi adanya pasal-pasal yang menyebutkan meragaaya Kewajiban
dari pihak Debitor (pasal 9), Peristiwa Cidera Janji (pasal amhy ynenyebutkan
bahwa “Bank berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari Debitorrtd, se

adanya pasal mengenai Akibat Cidera janji (pasdf12)

Dari contoh isi akta tersebut, terdapat 4 hal ketidak jelasan tteiagan fungsi
Wa’ad, yaitu:

a. Telah terjadi tumpang tindih terhadap fung&iaddanWa’'ad dalam

penerapannya. Hal tersebut menyebabkan ketidak jelasan daii fungs

* Akad Pembiayaan Murabahah Wal Musyarakah/ ljamattegnpir) , hal.5.
* Ibid, hal 17.
* Ibid, hal.18-22.
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akta itu sendiri, apakah sebayéa’ad sebagaimana fatwa dari Dewan
Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, atau seb#daid
pembiayaan. Padahal pada saat dibuataigad tersebut, pihak
“mudharibdpengelola/nasabah” belum menggunakan fasilitas tersebut.

. Terdapatnya dua pihak yang saling berjanji dan mengikatkan diri
yaitu pihak nasabah dan pihak bank, sehingga hal ini mengaburkan
arti dari Wa'ad yang hanya merupakan janji sepihak saja. Padahal
apabila dilihat dari rukun dan syarat akad baik secara hukum Islam
maupun menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang dapat dilihat pada
tabel 2.1, maka seluruh rukun dan syarat akad telah terpenuhi,
sehingga jelas bahwa akta yang dibuat tersebut tidak memenuhi unsur
Wa’'ad sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2.

. Adanya penyebutan jaminan kebendaan pada Akiad tersebut

yang kemudian dibuat semacam perjanjian assesoir yaitu perjanjia
jaminan, yaitu suatu perjanjian yang dapat dibuat apabila terdapat
perjanjian pokoknya (Hutang Piutarfg).

. Adanya kewajiban bagi pihak Debitor yang dalam hal ini sudah
menunjukkan adanya pihak lain dan adanya sanksi atas suatu prestasi
yang tidak diwujudkan beradasarkan akta tersebut. Dengan demikian
hal ini sudah merupakan janji yang dibuat oleh dua pihak dan bukan
merupakan janji sepihak dari pihak Bank, sebagaimana seharusnya

Wa’'adini dimaksudkan.

Contoh lainnya dapat dilihat pada akta yang dibuat dan dipergunakanmtda U

Usaha Syariah dari Bank Y, yaitu pada akta “Perjanjian Pesdmaierdasarkan

Prinsip Musyarakah” Berdasarkan pada penjelasan dari Arbelly Rfbgremimpin

cabang bank bersangkutan, dikatakan bahwa akta tersebut dimaksudkaai sebag

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerliik Weatkp alih bahasa oleh
Prof.R.Subekti, SH dan R.Tjitrosudibio, Cet.34 k@lta: Pradnya Paramita, 1978), Pasal 1821.

* Wawancara, Arbelly Noor, Pemimpin Cabang Bank $yaM, Jakarta, 16 April 2009.
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Wa’'ad untuk memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Sedangkan
apabila pihak Debitor hendak melakukan pencairan atas fasilitagdyserglehnya,
maka debitor tersebut harus menandatangani sebkath yang untuk kasus ini
berjudul "AkadPembiayaan Berdasarkan Prinsipsyarakah.

Dengan hanya melihat pada judul dari kedua akta pada bank Y telsegsuyng
dapat menimbulkan suatu pertanyaan, apakah kita sedang membaca Aamliah

atau sebuakiva’ad ?

Kesimpang siuran lainnya terdapat pada bagian awal aktady@agsudkan sebagai
Wa’'adoleh pihak Bank Y, yaitu tertulis sebagai berikut: “berdasarkan hal-asés,
selanjutnya Bank dan Nasabah telah saling setuju dan tunduk pada ketentuan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut”. Adanya kata-kaiag“setuju dan
tunduk” memperlihatkan bahwa hal ini sangat erat sekali denganppp@ganjian

atau akad karena kedua belah pihak diminta untuk saling terikat dedbksanakan

kewajiban.

Selanjutnya kesimpang siuran pemahaman men§®aad juga terlihat pada Pasal

9 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Pridisyarakah (yang

diperlakukan sebagéli/a’ad) tersebut, berbunyi sebagai berikut:
Untuk menjamin tertib dan terlaksananya pembayaran kembali
pelunasan pembiayaan dan utang pada umumnya, Nasabah dengan ini
menyerahkan jaminan sebagaimana tertera pada Lampiraany y
merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian
ini dan Nasabah menyatakan berjanji dan mengikat diri untuk
melangsungkan pengikatan dengan ketentuan dan syarat-syagat yan

ditetapkan Bank dan sesuai hukum yang berfaku.

Dengan diserahkannya jaminan, berarti jelas bahwa pihak Nasalzah kal ini
telah memberikan pula janjinya kepada pihak Bank yang juganperjamberikan

fasilitas pembiayaan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa detam

% Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarg&dampir), hal.3.
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dimaksud ini telah disepakati adanya pemenuhan atas hak dan kewafibary-
masing pihak dan berarti bahwa hal ini sangatlah memenuhi prinsip dari g&daghh
atau Perjanjian dan bukanlah sebagaimana dimaksud défajad yang merupakan

janji sepihak.

Apabila melihat pada praktek yang terjadi pada bank X dan batérhadap
pemberlakuatwa’ad, maka dapat dikatakan bahwa kedua Bank tersebut telah salah

dalam menerapkan ketentudfa’ad.

Beberapa kesalahan pada akta yang dibuat dan menggunakakVpiddltersebut

adalah:
1. Terdapat tumpang tindih pemahaman Akiaddengan Perjanjian

Pada contoh kasus di Bank Y, terhadap perlakuan unte Facility atau
plafon fasilitas Musyarakah dibuatlah akta dengan juduPerjanjian
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarak&henurut penjelasan dari pihak
bank, bahwa akta ini dimaksudkan sebagaiad sebagaimana fatwa DSN-
MUI. Sedangkan apabila akan dilakukan pencairan atas fasilitas gyeabi
yang diberikan, maka antara pihak Bank sebagai Kreditor dan &lasabagai
Debitor, dibuatlah akta yang dinamakakad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip

Musyarakah

Bilamana dilihat dari judulnya saja, maka tidak ada yang meaklae arti satu
dengan lainnya, karena istilah “Perjanjian” d&kkad” adalah sama saja
sebagaimana telah dijelaskan pada sub bagiekatan menurut hukum Isladn
atas. Dengan demikian, unsWa'’ad tidak terpenuhi, demikian pula dengan
unsurAkad yang menjadi tidak jelas karena berdasarkan ketentuan IS yaaia
hukum Islam, suatu akad dibuat apabila melibatkan “ljab” dan “Kabuil’ da
kedua belah pihak.
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2. Terdapat tumpang tindih pemahanfqaddengania’ad

Pada contoh kasus di bank X, hal ini langsung terlihat pada aktadyzunat
secara notariil dengan judékad pembiayaan Mudharabah wal Murabahah /
ljarah (wa’'ad).

Pada akta tersebut jelas terlihat bahwa baik pihak bank maupun pihek nota
yang membuatnya, masih tidak dapat membedakan yang dimaksud éé&adan
dan Wa’'ad Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahkad adalah
kesepakatan bersama antara dua pihak, dalam hal ini adalah ae@itarkKian
Debitor, sedangkatWa’ad adalah bentuk janji sepihak saja, dalam kasus ini

seharusnya adalah pihak Kreditor.

3. Wa’'addibuat dengan sangat rinavé€ll defined

Baik dalam contoh akta yang dibuat oleh bank X maupun bank Y, akta yang
diperlakukan sebagé&l/a’ad ternyata dibuat sebagaimana layaknya sebuah akta
akad pembiayaan, yaitu selain jelas mendiskripsikan adanya hatedajiban
masing-masing pihak (kreditor dan debitor), juga dituangkan séegrarinci

(well defineql.

Dengan demikian, isi akta tersebut sudah benar-benar sama danuhnieamsur
dari sebuah akad, walaupun dari literatur yang ada, tidak pernadskigel apa
batasan-batasan davell definedtersebut.

4. PadaWa’'ad Pihak yang diberi janji seharusnya tidak memikul kewajibpapan

kepada pemberi janiji.

ApabilaWa’ad adalah suatu janji sepihak, dalam hal ini adalah janji dari pihak

kreditor kepada debitor, namun mengapa pada contoh akta yang dibuat pada
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kedua bank tersebut menunjukkan adanya janji dari pihak debitor kepada pihak

kreditor ?.

Kondisi tersebut terlihat pada pasal mengenai jaminan yanhgisePihak
Pertama/Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untukenagan
jaminan tambahan milik pihak pertama/nasabah bersama-sama damgaen;

dari penjamin, yang telah diterima baik oleh pihak Kedua/Bank.”

5. Apabila dilihat dari rukun dan syarétkad baik secara hukum Islam maupun
menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang dapat dilihat pada tabel 2.1, maka
seluruh rukun dan syarat akad telah terpenuhi, sehingga jelas bahwarakta y
dibuat tersebut tidak memenuhi unda’ad sebagaimana dapat dilihat pada
tabel 2.2.

6. Pegikatan jaminan yang merupakan akta perjanjian asesoir, medeleéda’'ad
dan bukan perjanjian pokoknya. Didalam akta pemberian jaminan Fidusia
sebagaimana terlampir, ternyata akta tersebut menunjuk padayaktp
diperlakukan sebagdVa’ad Dengan status aki&a’ad yang seharusnya bukan
diperuntukkan sebag#ikad maka pengikatan jaminan tersebut akan menjadi

cacat hukum dan berisiko kehilangan efektifitasnya.

Berdasarkan analisa tersebut di atas, maka dapat saya usitdkantif solusi agar
Wa’'ad dapat diterapkan secara baik dalam kaitan dengan pembiayaan pad
perbankan syariah terutama bagi fasilitas dengan bé&mtekFacility, yaitu sebagai
berikut:

Bahwa terhadap surat yang diperlakukan sebagai “Surat Peahbant Putusan
Pembiayaan” yang dikeluarkan oleh pihak Bank, maka terhadap sudaipardi
diperlakukan juga sebagai sebudra’'ad Hal ini dikarenakan pada surat ini
telah memenuhi unsur janji sepihak yaitu dari pinak Bank sebagai Kreditor.

Terdapat pula alternatif lain untuk menuangkan wa’ad yaitu dengarbua¢m
aktaWa’ad secara terpisah dari Surat Pemberitahuan Putusan Pembiagagn. Y
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perlu diperhatikan disini adalah isi dara’ad harus hanya merupakan janji dari
satu pihak saja (pihak Bank), dimana pihak pemberi janji tidak memikul
kewajiban apapun kepada penerima janji, sedangkan syarat dan ketentuan
(terms and condition)syang tertuang dalam aki&/a’ad tidak perlu terperinci
sebagaimana suatu perjanjian pembiayaan. Akta ini dapat dibuat debawah
tangan ataupun secara akta Notariil. Adapun perbedaaWdéaid berbentuk

Surat danWa’'ad berbentuk Akta ini terletak pada fungsi sebagai alat

pembuktian saja, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2 di atas.

Berikut adalah usulan dari contoh Surat Pemberitahuan Putusan Pembiayaa
yang dapat diperlakukan seba§féa’ad dan contoh AktaVa’'ad yang dibuat

secara notariil :

1. Contoh Surat Pemberitahuan Putusan Pembiayaan:

Kepada

PT. Tuna Bahari

U.p. Bapak............. - Direktur
Perihal: Persetujuan Musyarakah

Menjawab surat Bapak nomor.... tanggal... dan setelah mempelajari
rincian pendapatan dan biaya proses produksi ikan tuna dlam
kaleng, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya
kami dapat menyetujui untuk memberikan fasilitdssyarakah

kepada perusahaan Bapak dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Plafon Fasilitas Musyarakah Rp1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah)
b. Jangka waktu Musyarakah: 12 (duabelas) bulan sejak

ditandatanganinya akadusyarakahuntuk pertama kalinya.
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c. Nisbah akan ditetapkan sebesar 20% untuk Nasabah/Debitor dan
80% untuk Bank, berdasarkan hasil penjualan gross yang dihitung
setiap bulannya.

d. Jaminan yang akan diikat dengan mengacu pada akad pokok

Musyarakahyang akan ditandatangani pada saat pencairan adalah:

1. Tanah dan bangunan di jalan medan nomor 14, kelurahan
Batang, kecamatan Sindur, Bekasi Barat.

2. Mesin-mesin produksi sebanyak 2 (dua) unit, merek Bonsini

e. Lain-lain:

Selama jangka waktu pembiayddunsyarakah Bank berhak setiap
akhir bulan turut memeriksa catatan pendapatan dan biaya

perusahaan.

Demikianlah surat ini dibuat sebagdia’ad dan apabila Bapak
menyetujuinya, mohon untuk dapat ditandatangani sebagai dasar
guna menindak lanjuti pada pembuatan akad/ perjanjian

pemanfaatan fasilitas.

Wassalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Menyetujui,
PT Bank X PT Tuna Bahari
( ) ( )
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2. Contoh Akta Notaris yanq disarankan untuk dibuat sebagai Akta Wa'ad:

Akta Wa’ad Plafon Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) al-Musyarakah

-Pada hari ini, Senin, tanggal ........ (cevemmmmmnneree e ), pukul .....

Waktu Indonesia Bagian Barat.---------------==-==-mmce— e

-Berhadapan dengan say@RIAMBODO, Sarjana Hukum,Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-gakgi
nama-namanya akan disebutkan pada-bagian akhir akta ini : ------------
- NyonyaFRISKA, Sarjana Hukum, lahir di Singaraja, pada tanggal
27-08-1967 (duapuluh tujuh Agustus seribu sembilanratus enampuluh
tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, Kepala Cabang Bank Syariah
X, bertempat tinggal di Karawang, Puri Kosambi, Rukun Tetangga 03,
Rukun Warga 15, Kelurahan Duren, Kecamatan Klari, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.17.03.2003.00181.yang
dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Duren, berlaku sampai dengan
tanggal 27-08-2009 (dupuluh tujuh Agustus duaribu sembilan).---------

-untuk sementara berada di Jakarta. --------------=----------------

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya
tersebut di atas serta berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawa
tangan, tertanggal 3-5-2006 (tiga Mei duaribu sembilan), nomor: 8/160-
KUA/DIR, selaku kuasa dari Perseroan Terbatas PT Bank By
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah mengalami
perubahan beberapa kali dan terakhir dirubah dengan akta nomor 23,
tertanggal 8-9-2008 (Delapan September duaribu delapan), dibuat
dihadapan, CATERINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta
perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia berdasarkan surat persetujuan tanggal 3-11-2008
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(Tiga Nopember duaribu delapan), nomor: C-16495 HT.01.04.Th.2008
dan perubahan anggaran dasar tersebut telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia, nomor:87, tanggal 31-11-2008 (Tigapuluh
satu Nopember duaribu delapan), Tambahan nomor: 6000----------------
-Foto copy salinan resmi akta-akta dan surat kuasa tersebut
diperlihatkan kepada saya, Notaris ------------=====mmm o ——uuv-

-Untuk selanjutnya disebBIHAK BANK-----=-==nmnmmmmmmm oo

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris .----------------- —

-Penghadap tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu dalam akta
ini:

-Bahwa PIHAK BANK telah menerima permohonan dari Tuan AXEL,
selanjutnya disebut PIHAK PEMOHON, lahir di Tabanan, tang@al
11-1970 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga
negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, untuk memperoleh
fasilitas pembiayaan.

- Atas permohonan PIHAK PEMOHON tersebut, Pihak Bank telah
melakukan evaluasi dan telah pula memutuskan untuk menyetujui

permohonannya dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN

-PIHAK BANK akan menyediakan plafon fasilitas pembiayélane
facility) sebesar maksimal Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
-Penggunaan atas fasilitas tersebut oleh pihak pemohon dapat dilakukan
secara bertahap dan/atau sekaligus sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan proyek dan permintaannya, setelah dilakukan
penandatanganan akad pembiayaan Musyarakah untuk setiap
pemanfaatn fasilitas.
-Penggunaan fasilitas mana selain berdasarkan kebutuhan PIHAK
PEMOHON, juga berdasarkan kesesuaian jenis pembiayaan yanitu al-
Musyarakah/ al-Murabahah/ al-ljarah.
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Pasal 2
JANGKA WAKTU
-Plafon fasilitas pembiayaan (Line Facility) dalam akfa’'ad ini, akan
diberikan untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan sejak
ditandatanganinya Akad pembiayaan al-Musyarakah/ al-Murabahah/ a

ljarah untuk pertama kalinya.

Pasal 3

PENARIKAN PEMBIAYAAN
-Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan
tentang pembatasan penyediaan pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia, PIHAK BANK dengan ini akan mengijinkan PIHAK
PEMOHON menarik pembiayaan, setelah PIHAK PEMOHON
memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut:
- Menyerahkan kepada PIHAK BANK permohonan realisasi
pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaannya, selambat-lambatnya
3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan dimohonkan untuk
dilaksanakan.
- Menyerahkan bukti-bukti kepemilikan atau hak lain atas barang

jaminan untuk dibuat akta-akta pengikatan jaminannya.

Pasal 4

JAMINAN
-Untuk maksud sebagai menjamin tertibnya pembayaran kembali atas
plafon fasilitas yang akan digunakan oleh PIHAK PEMOHON, maka
PIHAK  PEMOHON akan menyerahkan kepada PIHAK BANK
jaminan yang dapat diterima oleh PIHAK BANK dan akan
mengikatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-Jenis barang yang akan diserahkan oleh PIHAK PEMOHONMNaladal

berupa:
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- Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletaksdi at
tanah Hak Milik nomor 23/Pejaten Barat, terletak di wilayah Jakart
Selatan, Jalan Siaga nomor 2, rukun tetangga 05, rukun warga 10,
Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu.Terdafsanatza
ZABINA.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
-Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam memahami dan
menafsirkan bagain-bagian dari isi akta ini atau terjadi psitsah
dalam melaksanakan akta Wa’'ad ini, maka PIHAK PEMOHON dan
PIHAK BANK akan berusaha untuk menyelesaikannya secara

musyawarah untuk mufakat.

-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut
pada awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi:

1. Tuan ARJUNA, lahir di Jakarta pada tanggal 21-01-1963 (duapuluh
satu Januari seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raya Otista N&iZnor
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 09.5206.210163.0107, yang berlaku hingga tanggal
21-01-2010 (duapuluh satu Januari duaribu sepuluh)-----------------------

2. Tuan ANTONIO, lahir di Cirebon pada tanggal 11-7-1967 (sebelas
juli seribu sembilan ratus enampuluh tujuh), warga negara Indonesia,
bertempat tinggal di Bekasi, Kranji gang Genang, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 011, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota
Bekasi, pemegang Kartu tanda Penduduk nomor 10.5504. 410260.1003,
berlaku sampai dengan tanggal 11-7-2011 (sebelas Juli duaribu sebelas)

Kedua-duanya pegawai kantor Notaris----------------------————---—--—-
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- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
penghadap dan saksi-saksi, seketika itu juga akta ini ditandatangani

oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

- Dilangsungkan dengan...........-=======mmmmmmmmmmme o

Universitas Indonesia

Kesalahan penerapan..., Priambodo Trisaksono, FH Ul, 2009



